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Sejak tahun 1966, pemerintah Orde
Baru berhasil membangun suatu
pemerintahan nasional yang kuat dengan
aenempatkan stabilitas politik sebagai
landasan untuk mempercepat
pembangunan ekonomi Indonesia. Politik
yang pada masa pemerintahan Orde Lama
tijadikan panglima, digantikan dengan
ckonomi sebagai panglimanya, dan
nobilisasi massa atas dasar partai secara
perlahan digeser oleh birokrasi dan politik
tknokratis. Banyak prestasi dan hasil
yang telah dicapai olehpemerintahan Orde
Baru, terutama keberhasilan di bidang
ckonomi yang ditopang sepenuhnya oleh
tontrol dan inisiatif program-program
pembangunan dari pusat. Dalam kerangka
druktur sentralisasi kekuasaan politik dan
doritas administrasi inilah, dibentuklah
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
ientang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah yang kemudian menjadi pilar
berj alannya otonomi daerah.

Mengacu pada UU ini, Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban Daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Selanjutnya yang dimaksud
dengan Daerah Otonom, selanjutnya
disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang berhak, berwenang
dan berkewajiban mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sesuai dengan peraturan perundang-

Memartami lQuenangan Qubenur..., Oeny Angfiry l{uuma

undangan yang berlaku.t
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 int

juga meletakkan dasar-dasar sistem
hubungan pusat-daerah yang dirangkum
dalamtigaprinsip:'

l. Desentralisasi, penyerahan
urusan pemerintah dari
Pemerintah atau Daerah tingkat
atasnya kepada Daerah meqiadi
urusanrumahtangganya

2. Dekonsentrasi, pelimpahan
wewenang dari Pemerintah atau
Kepala Wilayah atau Kepala
Instansi Vertikal tingkat atasnya
kepada Pejabat-pejabat di
daerah;dan

3. Tugas Pernbantuan
(medebewind), nrgas untuk turut
serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah oleh
Pemerintah oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Daerah
tingkat atasnya dengan kewajiban
memp ertang gungj awabkan
kepada yang menugaskannya.

Salah satu peraturan perundang-
undangan yang menjadi sasaran reformasi
dibidang hukum ialah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah.n
Keinginan untuk melakukan peninjauan
dan perubahan terhadap undang-undang
tersebut sebenanrya telah muncul pada
dekade terakhir masa Orde Baru. Namun,
keinginan itu belum atau bahkan tidak
mendapat tanggapan yang berarti dari
pemerintah (president) maupun Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

'Http//www., OtonomiDaerahDalamKemajuannya,Co.ld.Diaksespadatanggal20November20l0
'Krishna. D Darumurti, Urnnu Rauta, Otonomi Daerah, Perkcmbangan PemiHran, Pengaturan, Dan

P elaksanaan, CihaAditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 60
o Ibid
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Kecenderungan diatas disadari oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu
melalui Ketetapan MPR RI No.
XAdPRi1998 (Bab ii (Kondisi Umum),
Bagian B alinea III, yang menyatakan : "
Mekanisme hubungan pusat dan daerah
cenderung menganut asas sentralisasi
kekuasaan dan pengambilan keputusan
yang kurang sesuai dengan kondisi
geografis dan demografis. Keadaan ini
menghambat penciptaan keadilan dan
pemerataan hasil pembangunan dan
pelaksanaan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggung-j awab".

Terdapat dua nilai dasar yang
dikembangkan dalam UUD 1945
berkenaan dengan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia, yaitu:

l. Nilai Unitaris, yang diwujudkan
dalam pandangan bahwa
Indonesia tidak mempunyai
kesatuan pemerintahan lain di
dalamnya yang bersifat negara
("Eenheidstaat"), yang berarti
kedaulatan yang melekat pada
rakyat, bangsa dan negara
Republik Indonesia tidak akan
terbagi di antara kesatuan-
kesatuan pemerintahan; dan

2. Nilai dasar Desentralisasi
Teritorial, dari isi dan jiwa pasal
18 Undang-undang Dasar 1945
beserta penjelasannya
sebagaimanatersebut di atas maka
jelaslah bahwa Pemerintah
diwajibkan untuk melaksanakan
politik desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang
ketatanegaraan.

Beberapa aturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan pelaksanaar
Otonomi Daerah di Indonesia adalah :'

1. Undang-Undang No. 5 Tahur
1974 tentang Pokok-pokok
PemerintahanDaerah

2. Undang-Undang No. 22 Tahw
1999 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Undang-Undang No. 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
PusatdanDaerah

4. Undang-Undang No. 32 Tahua
2004 tentang Pemerintahan
Daerah

5. Undang-Undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah

7. Undang-Undang No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Upaya serius untuk melakukan
desentralisasi di Indonesia pada masa
reformasi dimulai di tengah-tengah krisis
yang melandaAsia dan bertepatan dengan
proses pergantian rezim (dari rezim
otoritarian ke rezim yang lebih
demokratis). Pemerintahan Habibie yang
memerintah setelah jatuhnya rezim
Suharto harus menghadapi tantangan
untuk mempertahankan integritas nasional
dan dihadapkan pada beberapa pilihan

' Johan Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal
D an Thnt an gan G I o b al,Rhrneka Cipta, 2007, hal 67
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pusat.
i Pada masa itu, pemerintahan Habibie
inemberlalokan dasar hukum desentra-

ilisasi yang baru untuk menggantikan
jUndang-Undang No. 5 Tahun 1974,yaitu
i dengan memberlakukan Undang-Undang
iyo. ZZ Tahun 1999 tentang Pemerintahan
r Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun
I 1999 tentang Perimbangan Keuangan

ilntara Pemerintah Pusat dan Daerah.
iBeberapa hal yang mendasar mengenai
otonomi daerah dalam Undang-undang'\omor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda
dengan prinsip undang-undang
sebelumnya antara lain :

1. Dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 pelaksanaan otonomi
daerah lebih mengedepankan
otonomi daerah sebagai
kewajiban daripada hak, sedang
dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 menekankan arti
penting kewenangan daerah
dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat melalui
prakarsanya sendiri.

2. Prinsip yang menekankan asas

desentralisasi dilaksanakan
bersama-sama dengan asas
dekonsenhasi seperti yang selama
ini diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tidak
dipergunakan lagi, karena kepada

prinsip demokrasi yang juga
memperhatikan keanekaragaman
daerah.

3. Beberapa hal yang sangat
mendasar dalam penyelenggaraan
otonomi daerah dalam Undang-
undang Nomor 22 Tah;n 1999,
adalah pentingnya pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas mereka
secara aktif, serta meningkatkan
peran dan fungsi Badan
Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh
karena itu, dalam Undang-undang
ini otonomi daerah diletakkan
secaxa utuh pada daerah otonom
yang lebih dekat dengan
masyarakat, yaitu daerah yang
selama ini berkedudukan sebagai
Daerah Tingkat tr, yang dalam
Undang-undang ini disebut
Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota.

4. Sistem otonomi yang dianut
dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 adalah otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung
j awab, dimana semua
kewenangan pemerintah, kecuali
bidang politik luar negeri,
hankam, peradilan, moneter dan
fiskal serta agalr;ra dan bidang-
bidang tertentu diserahkan kepada
daerah secara utuh, bulat dan

I
I
I M*oiami l(wenangan Qubernur ,,,, Oerry Ang{ry l(esma
I
I
lyaitu: daerah otonom diberikan otonomi

J t. melakukan pembagian kekuasaan yang luas, nyata dan bertanggung

I dengan pemerintah daerah, yang jawab.Halinisecilaproporsional

J berarti mengurangi peran diwujudkan dengan pengaturan,

I pemerintah pusat dan pembagian dan pemanfaatan

| -.mberikan otonomi kepada sumber daya nasional yang

i daerah; berkeadilan, serta perimbangan

i 2. pembentukannegarafederal;atzl keuangan pusat dan daerah. Di
i 3. membuat pemerintah provinsi samping itu, otonomi daerah juga
I sebagai agen murni pemerintah dilaksanakan dengan prinsip-

BSN: 1412-744 Yo[ W99 No, t, lanuari 2010 47



'.wmi'7{ukn

5.

menyeluruh, yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
Daerah otonom mempunyai
kewenangan dan kebebasan unfuk
membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan
aspirasi masyarakat. Sedang yang
selama ini disebut Daerah Tingkat
I atau yang setingkat, diganti
menjadi daerah propinsi dengan
kedudukan sebagai daerah
otonom yang sekaligus wilayah
administrasi, yaitu wilayah kerja
Gubernur dalam melaksanakan
fungsi-fungsi kewenangan pusat
yang didelegasikan kepadanya.
Kabupaten dan Kota sepenuhnya
menggunakan asas desentralisasi
atau otonom. Dalam hubungan ini,
kecamatan tidak lagi berfungsi
sebagai peringkat dekonsenffasi
dan wilayah administrasi, tetapi
menjadi perangkat daerah
kabupatenlkota. Mengenai asas
tugas pembantuan dapat
diselenggarakan di daerah
propinsi, kabupaten, kota dan
desa. Pengaturan mengenai
penyelenggaraan pemerintahan
desa sepenuhnya diserahkan pada
daerah masing-masing dengan
mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Wilayah Propinsi meliputi
wilayah laut sepanjang 12 mil
dihitung secara lurus dari garis
pangkal pantai, sedang wilayah
Kabupaten/Kota yang berkenaan
dengan wilayah laut sebatas 1/3
wilayah lautpropinsi.
Pemerintah Daerah terdiri dari
Kepala Daerah dan perangkat
daerah lainnya sedang DPRD
bukan unsur pemerintah daerah.

DPRD mempunyai fungsi
pengawasan, anggaran dan
legislasi daerah. Kepala daerah
dipilih dan bertanggung jawab
kepada DPRD. Guberrur selaku
kepala wilayah administratif
bertanggung jawab kepada
Presiden.
Peraturan Daerah ditetapkan oleh
Kepala Daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai
pedoman yang ditetapkan
Pemerintah, dan tidak perlu
disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Daerah dibentuk berdasarkan
pertimbangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah, dan
pertimbangannya lain yang
memungkinkan terselenggaranya
otonomi daerah, daerah, daerah
yang tidak mampu
menyelenggarakan otonomi
daerah dapat dihapus dan atau
digabung dengan daerah lain.
Daerah dapat dimekarkan menjadi
lebih dari satu daerah, yang
ditetapkan dengan undang-
undang.
Setiap daerah hanya dapat
memiliki seorang wakil kepala
daerah, dan dipilih bersama
pemilihan kepala daerah dalam
satu paket pemilihan oleh DPRD.
Daerah diberi kewenangan untuk
melakukan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian,
penetapan pensiun, pendidikan
dan pelatihan pegawai sesuai
dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah, berdasarkan
nama, standar, prosedur yang

6.

9.

10.

11.

12.

7.

8.
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ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota

diberikan otonomi yang luas,
sedang pada propinsi otonomi
yang terbatas. Kewenangan yang
ada pada propinsi adalah otonomi
yang bersifat lintas Kabupaten dan
Kota, yakni serangkaian
kewenangan yang tidak efektif
dan efisien kalau diselenggarakan
dengan pola kerjasama antar
Kabupaten atau Kota. Misalnya
kewenangan di bidang
perhubungan, pekerjaan umum,
kehutanan dan perkebunan dan
kewenangan bidang pemerintahan
tertentu lainnya dalam skala
propinsi termasuk berbagai
kewenangan yang belum mampu
ditangani Kabupaten dan Kota.

14. Pengelolaan kawasan perkotaan di
luar daerah kota dapat dilakukan
dengan cara membentuk badan
pengelola tersendiri, baik secara
intern oleh pemerintah Kabupaten
sendiri maupun melalui
berkerjasama antar daerah atau

dengan pihak ketiga. Selain
DPRD, daerah juga memiliki
kelembagaan lingkup pemerintah
daerah, yang terdiri dari KePala
Daerah, Sekretariat Daerah,
Dinas-Dinas Teknis Daerah,
Lembaga Staf Teknis Daerah,
seperti yang menangani
perencanaan, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan

latihan, pengawasan dan badan

usaha milik daerah. Besaran dan
pembentukan lembagaJembaga
itu sepenuhnya diserahkan pada

daerah. Lembaga pembantu
Gubernur, Pembantu
BupatiiWalikota, Asisten

Memaframi Kewenangan Qubenwr..., Oerry Angrtng 7(evma

Sekwilda, Kantor Wilayah dan
Kandepdihapus.

15. Kepala Daerah sepenuhnya
bertanggung jawab kepada
DPRD, dan DPRD dapat meminta
Kepala Daerahnya berhenti
apabila pertanggungjawaban
Kepala daerah setelah 2 (dua) kali
tidak dapat diterima oleh DPRD.

B. Permasalahan

Jika melihat penjelasan diatas, maka
Otonomi Daerah adalah wewenang untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah, yang melekat pada Negara
kesatuan maupun padaNegara federasi. Di
Negara kesatuan otonomi daerah lebih
terbatas dari pada di Negara yang
berbentuk federasi. Kewenangan
mengantar dan mengurus rumah tangga
daerah di Negara kesatuan meliputi
segenap kewenangan pemerintahan
kecuali beberapa urusan yang dipegang
oleh Pemerintah Pusat seperti :

1. Hubunganluarnegeri
2. Pengadilan
3. Moneterdankeuangan
4. Pertahanan dan keamanan

Sehubungan dengan kewenangan
pemerintah daerah yang menjadi lali
tangannya pemerintah pusat di daerah ,

maka yang menjadi permasalahan adalah :

sejauhmana kewenangan Gubernur
sebagai tangan kanan pemerintah pusat di
daerah menurut PP No. 1 9 Tahun 20 I 0

C. Pembahasan

Menurut Penjelasan umum dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian

1412-744 W99 No. t, tanuai 20t0 /1!
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diganti diubah dengan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2008 dalam butir ke enam
menyatakan bahwau dalam penyelengga-
raan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila penye-
lenggaraan urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian sumber-sumber peneri-
m:urn yang cukup kepada daerah, dengan
mengacu kepada Undang-Undang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana
besamya disesuaikan dan diselaraskan
dengan pembagian kewenangan antara
Pemerintah dan Daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat
pada setiap urusan pemerintah yang dise-
rahkan kepada daerah menjadi sumber ke-
uangan daerah. Daerah diberikan hak un-
tuk mendapatkan sumber keuangan yang
antara lain berupa : kepastian tersedianya
pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan
urusan pemerintah yang diserahkan;
kewenangan memungut dan mendayagu-
nakan pajak dan retribusi daerah dan hak
untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-
sumber daya nasional yangnberada di dae-
rah dan dana perimbangan lainnya; hak
untuk mengelola kekayaan Daerah dan
mendapatkan sumber-sumber pendapatan
lain yang sah serta sumber-sumber
pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal
ini pada dasamya Pemerintah menerapkan
prinsip uang mengikuti fungsi. Di dalam
Undang-Undang mengenai Keuangan
Neqar.a, terdapat penegasan di bidang pe-
ngelolaan keuangan, yaitu bahwa kekua-
saan pengelolaan keuangan negara adalah
sebagai bagian dari kekuasaan pemerin-
tahan; dan kekuasaan pengelolaan keua-
ngan negaxa dari presiden sebagian di_

^ . 
o 

Penjelasan Undalg-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang otonomi Daerah, yang kemudian diubahDalamUndang-UndangNo.12'Ian*un200g,butirke_enam

serahkan kepada gubernur/bupatil waliko-
ta selaku kepala pemerintah daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada
pengaturan pengelolaan keuangan daerah,
yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota ber-
tanggungjawab atas pengelolaan keuangan
daerah sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan daerah. Dengan demikian
pengaturan pengelolaan dan pertanggung-
jawaban keuangan daerah melekat dan
menjadi satu dengan pengaturan peme-
rintahan daerah, yaitu dalam Undang-
Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan masalah
keuangan di daerah, maka seorang
Gubemur memiliki kewenangan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.
19 Tahun 2010 Tentang Tatacara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi.
Dasar dibentuknya PP no 19 ini adalah :

a. mengingat Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. Undang-UndangNomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 4286) ;c. Undang-UndangNomor 15 Tahun
2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran

,o Yot Y999 No. {, ganuai 2o{o ISSN: 1412-744



Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

d. Undang-UndangNomor32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
diubahbeberapakali,

e. terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tal:ltr, 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

f. Undang-UndangNomor33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
I 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443 8);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2008 tentang Dekonsen-
trasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara
Republiklndonesia.

Selain ketentuan - ketentuan tersebut
PP No 19 Tahun 2010 tidak sedikit pun
mengeliminasi pasal-pasal yang ada dalam
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
dirubah dalam Undang-Undang No. 12

Memalami'l(wenan7an Qubemur .,., Oery Angtng lQtuma

Tahun 2008, tapi bobot kewenangan
gubemur diperkuat dan titik otonomi
daerah tetap di kabupaten/kota.

PP No 19 tahun 2010 dibentuk dengan
tujuan membagi kedudukan, tugas, dan we-
wenang gubernur sebagai wakil peme-
rintahan daerah, dalam PP tersebut, Guber-
nur bisa memberi sanksi kepada Bupa-
tillV'alikota yang dianggap membandel di
wilayahnya. Kapuspen Kemendagri Saut
Situmorang mengatakan, dalam PP terse-
but kewenangan Gubernur bakal diper-
kuat. Posisi Gan untuk melakukan fungsi
pembinaan, evaluasi dan pengawasan ter-
hadap Bupati/lV'alikota. Selain itu, Guber-
nur akan selalu dilibatkan dalarn koor-
dinasi dengan instansi vertikal dan Pem-
kab/Pemkot. Ini membuat Pemkab/Pem-
kot tak bakal bisa bergerak sendiri. Tiap ka-
li ada kementerian sektoral yang melak-
sanakan pembangunan di wilayah tersebut,
harus berkoordinasi dengan Gubenrur.

Selain itu tujuan PP 19 Tahun 2010
supaya gubernur punya kewenangan
memberi sanksi terhadap bupati dan wali
kota yang tak mengindahkan imbauan atau
menj alankan ketentuan yan g ada.

PP no 19 tahun 2010, Posisi Gubernur
sebagai perwakilan pemerintah pusat di
daerah semakin kuat. Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Guberrur Sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
Dalam PP tersebut, Gubernur bisa
memberi sanksi kepada Bupati/IV'alikota
yang dianggap membandel di wilayabnya.'
Kapuspen Kemendagri Saut Situmorang
mengatakan,t dalam PP tersebut
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kewenangan Gubemur bakal diperkuat.
Posisi Gubernur sebagai perwakilan
pemerintah pusat di daerah diwujudkan
pada kewenangan untuk melakukan fungsi
pembinaan, evaluasi dan pengawasan
terhadap Bupati/Walikota. Selain itu, Gu-
bemur akan selalu dilibatkan dalam koor-
dinasi dengan instansi vertikal dan Pem-
kab/Pemkot. Iui membuat Pemkab/
Pemkot tak bakal bisa bergerak sendiri.

Tiap kali ada kementerian sektoral
yang melaksanakan pembangunan di
wilayah tersebut, harus berkoordinasi
dengan Gubernur. PP tersebut berdampak
pada mekanisme pelantikan Gubemur
berubah. Gubernur yang biasanya dilantik
Mendagri akan dilantik langsung oleh
Presiden. Ini sebagai perwujudan
perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Selain itu, Gubemur juga bisa memberi
sangsi. Pasal 7 ayat 4 menyebutkan,
pemerintah kabupaten/kota yang dengan
sengaja tidak ikut dalam pelaksanaan
koordinasi akan dikenakan sanksi. Sanksi
tersebut, kata Saut, tetap mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Yakni, Gubemur mengajukan
kepada pemerintah pusat agar diberi sanksi
berdasarkan alasan-alasan tertentu. Pp ini
akan semakin membuat raja-raja kecil di
daerah terus berkurang. Sebab, mau tidak
mau para BupatiAValikota harus terus
berkoordinasi dengan Gubemur.

Tidak seperti selama ini. Semuanya
bergerak sendiri-sendiri. Bahkan,
diundang rapat koordinasi oleh Gubernur,
tidak ada yang mau hadir. Dalam pp ini
gubernur diberi kewenangan (1)
menetapkan pengangkatan dan
pemberhentian sekretaris daerah
kabupatenlkota, (2) menjaga norma dan
etika penyelenggaraan pemerintahan
daerah (3) mengevaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD, pajak,

retribusi, tata ruang wilayah
kabupaten/ko ta. (4) pengawasan peraturan
kepala daerah (perkada) termasuk
membatalkannya, (5) melakukan
pengawasan kinerja pemerintah daerah-
(6) pengawasan pelaksanaan urusan wajib
dan urusan pilihan. (7) memberikan
persetujuan tertulis terhadap penyidikan
anggota DPRD kabupaten/kota, atas
permintaan aparat penegak hukum, (8)
memberikan penghargaan dan sanksi
kepada bupati dan walikota terkait dengan
kinerja, pelaksanaan kewajiban sebagai
kepala daerah dan pelanggaran
sumpah/janji. " r

Dari penjelasan diatas, maka dapat
disimpulkan setidaknya terdapat empar
fundamen yang patut untuk diperhatikan
oleh Gubernur didalam menjalankar
kewenangannya, yang diatur dalam PP inl
yaitu:

1. Bupati/walikota dapat diberi
sanksi jika tidak melaksanakan
kewajiban berupa menaati dan
menegakkan semua peraturan
perundang-undangan, menjaga
etika dan norma pemerintahan
sebagaimana diatur dalam pasal
(27) UU 3212004 Tentang
Pemerintahan daerah dan pasal (9 i
PP 3812007 Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintab-
Pemerintah Daerah Provinsi da"r

Pemerintah Kabupaten/I(ota).
2. Merupakan larangan bagi

bupatiiwalikota antara lain
membuat keputusan yang
memberikan keuntungan bagi dirl
keluarga, kroni, kelompok
tertentu, kelompok politik yang
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, merugikan
kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat.
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tertentu sebagaimana diatur dalan
pasal(28)W 32tZ0M.
Dilarang melanggar sumpah/ianii
sebagaimaoa diatur Urn" p*;t
.tlo lru No. sztzoO/,. (d)'Jika
kinerja bupati/walikoa' iendah
dalam menyelenggarakau
pemerintahan daerah yaog diukur
le.r_dasarkan pasal (5g) -pp 

No.
612008 Tentang pedoman
Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daera[[, Jikabupatilwalikota tidak
nelaksanakan norma standar
pfs.e&u 4"! hiteria (NSPK) das
tidak melaksanqkon pela/anan
dasar sesuai deugan stlndar
pelayanan minimal (SpM)
sebagaimana diat,r dalam pasal

1Z fP ry!2007 dao psl le (i) pp
6512005 Tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan
Standar Pelayanan lvtinimal).'
Tidak dib enarkan ' j ika
mengindahlcan hasil pembinaan
dan, pengawasan yang dilak-
ganakan oleh gubernru sesuai
pasal 45 ayat 2 pp 79l2OO5
Tentang Pedoman pgmlinnqn da1

!"ogawasan Tentang
Penyelenggaraan pemerintahai
Daerah.Namun yang menjadi
pertanyaan adalah "Apa benfi*
sanksi dan tata cara penjatuhan
sanksi kepada bupati/walikota se-
andainya terjadi pelanggaran?"
rJerem peratuan pemerintah ini
tidak j elas diruaikan.'

. Bertambahnya kewenangan gubernur
tersebut bukan karena 

-meigambil
kewenangao yang ada puAa Uupai- lwafi

4.

Manehni lbuemryan Qu6ernur.,., Ory ngtiy l&suw

kotq ,fP.t"t4pi berasal dari kowenangau
pemelntah -pusat yang didel.g*if*
{:Pa91 gubernur. Otonomi tetaD
gleqllran pada hbuparen/ kota Dengau
demilciso tidak sd8 perubahan vine
signifikau Dalem pasit 3, diiel";;""
sebagai. wakil pemerintah, firUr-il,.-iry tugas di antaranya, t6orainasi
penyeleuggaraan pemerintahau antara
peqerintah daerah dengan instansi
vertikal, dan antar-iustansi o.rtiUf di
provinsi.

.Di . 
samping itu Gubernur juga

melakukan pembiman Aa" pengawasin
penyeleuggaraan pemeriutahau- dserah
kabupatco&oE dan koordinasi penobiua",,
dan pcugawasan 

-peoyelenggaiaau arg*perbsntuan di provinsi din
kabrrpate,n/kota. Lahirnya pp 19 t8h;
2010 membawa angin-baik bagi ilrlim
pemerintahao di daerah. Hubuugin autar
kepala da€rah oknn lebih mosra d; brt"t"
lebih harmouis lagi, tidak akan ala
arogansi kekuasaan. Tidak muugkin
pemerintahau ini okan berjahn 6aik
msnakala tidsk terjadi suatu keutuhan
didalsm pemerintahau. Koudisi ketidak
utubu di dalam pemerintahan ini sansat
dimungkinkau t€rjadi, mengingat ti&k
:€Dp kepala daerah berangkat deugan
keudaraan partai yang sama.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun
2010 yang ditetaplao pada , nggA it
Januari 2010 tersebut memuat 6-Ienam)
bab deugan 2l pasal. Beraasarlcan pf
tersebut uantinya Gubernur dilantik
lggsutrg oleh Presiden RI di Ist,na
Neg1a, bukT lagr di ibu kota proui*i
maslug-masing. Manakala presiden

Tg.&Iaqg maka pelantikan gubenlu
Soetegasikan kepada Menteri Dalam
Negen atas nnma presiden. Hal tersebut
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tercantum di dalam Bab II, Kcdudukan,
Tugas, dan Wewenang pasal 2, avati.
Dllam pgal itu 5ugatitegask; Urn*.
gubernur karsnajabatannya bcrkodudukan
juga sebagai wakil pe,mcrinah di provinsi. 

.

Dengan domikian, gubernui akaa'
betangg pgi.awab kc[ada p..ria"o.
Dengan demikisn semakin Uirat tugas
seoranggubernur.

D. PENUTTIP

-Dari penjelasan dan penjabaran diaas.
l$" 9fqg ditarik kesimpulan bahw;
Dalam PPNo. 19 Tahun 20t0 ini gubernur
diberi kewenang-an (l) mon-ctapian
pongangkaten dan ponbcrhontian
sekretaris dacrah kabirpatenftota, (i)
menjaga norma dan etika fenyeleneg-ara;

pcmcrintahan daerah (3) mengevaluasi
rsncangan peraturan daerah tentanq

|.BD pgirL, retribusi, aaruangwilffi
lcabupatenftotal (4) pengawasan peraturan
kcpala daerah (perkada) tlrmasuk
mcmbatalkannya, (5) mclakukan
Pgtrar.q kioqu pemerintah dacrah,

!0) 
p€ngawasan.pelaksanaan urusan wajib

.lm uryr* pilihan. (7) memberikan
persctujuan tertulis terhadap penvidifan
angggh DPRD kabupate-n/iota, atas

ryri"ry aparat pedeak nufum, (g)
mcmberikan penghargaan dan sanisi
kepada bupati dan walikota terkaitdqrcan
Fo.rjf pelaksanaan kewajiban seba;;
kopall. daorah dan plt"nsi"i?i
$mpah/jaqii.
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